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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan Surat 
Kuasa Mutlak dalam praktek dan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas 
penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam pemindahan ha katas tanah. Metode 
penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis empiris) dan penelitian 
hukum sosiologis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, 
keudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikatakan 
bahwa penggunaan kuasa mutlak masih dipergunakan dalam praktek akan tetapi 
kuasa mutlak yang digunakan ini bukan merupakan kuasa mutlak yang dimaksud oleh 
Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Kuasa mutlak yang dimaksud oleh Instruksi 
Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 adalah perjanjian pemberian kuasa yang 
tidak mengikuti perjanjian pokoknya, artinya kuasa ini berdiri sendiri. Konsekwensi 
terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah adalah kuasa 
mutlak tersebut batal demi hukum, selanjutnya penerima kuasa harus mengalihkan 
hak atas tanah yang dikuasakan kepadanya kepada pihak yang menguasakan atau 
pihak lain yang memenuhi syarat. Jika kuasa mutlak sudah ada sebelum Menteri 
Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. 
 
Kata Kunci: Larangan Surat Kuasa Mutlak, Pemindahan hak atas tanah 
 
ABSTRACT 
This research is aimed to find out and to describe the implementation of the Letter of 
Authority in praxis and to find out the legal consequences of using The Letter of 
Authority in the Land Title Transfer.  The method in this research is normative legal 
research (juridical empiric) and sociological law research with the use of primary data 
and secondary data. Literature study, documentation, and interviews are the data 
collection techniques and then they are analyzed with qualitative analysis. It can be 
concluded from the research that the Letter of Authority is still being used in praxis, 
however The Letter of Authority in this context is not the one stated in Ministry of 
Home Affairs Instruction No. 14 of 1982. The Letter of Authority meant by Ministry 
of Home Affairs Instruction No. 14 of 1982 is the agreement of authority delegation 
which is not attached with the main agreement; this means that the authority is stand-
alone. The consequences of using Letter of Authority in Land Title Transfer is that it 
will be voided, and thus the receiver of authority delegation is obligated to transfer 
the land rights bestowed to him back to the giver of the authority or other party who 
fulfills the requirement if that authority is given before Ministry of Home Affairs 
Instruction No. 14 of 1982 exist.  
 




Tanah atau sebidang tanah dalam bahasa latin disebut ager. Agrarius 
berarti perladangan, persawahan, pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa 




Pada abad 21 sekarang ini atau di era modern, tanah menjadi hal yang 
sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai 
oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia yang menginginkan 
tanah semakin bertambah. Sehubungan dengan itu, tanah semakin lama dirasakan 
smakin sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah, sehingga nilai tanah 
menjadi meningkat tinggi dari tahun ke tahun. Ini menimbulkan berbagai 
persoalan di bidang pertanahan khususnya dalam hal kepemilikan tanah, sehingga 
pemerintah dalam Pasal 5 ayat (1) butir C Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001, 
melakukan kebijakan pembaharuan agraria. 
Selain itu pemberian kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan 
penting dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum, dalam 
hal ini seseorang menghendaki dirinya untuk diwakilkan oleh orang lain untuk 
menjadi kuasanya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan 
kepentingan si pemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-
hubungan dengan pihak lain selain kuasanya. Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 
1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau 
dalam titel XVI Buku ke III.  
Sebelumnya perlu diketahui bahwa pemberian kuasa mutlak ini tidak 
diatur didalam Kitab Undang-Undang Huku Perdata (KUH-Perdata), akan tetapi 
                                                          
1
 Ismaya Samun, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 3.  
3 
 
diakui dalam lalu lintas atau dalam praktek bisnis dimasyarakat yang oleh 
beberapa putusan hakim dipandang sebagai penemuan hukum.
2
 Pemberian kuasa 
mutlak merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur dalam 
Pasal 1338 Kitab Undang- Unang Hukum Perdata (KUH-Perdata), yang mengakui 
adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi dengan 
itikad baik.  
Surat kuasa mutlak merupakan surat kuasa yang tidak dapat lagi dicabut 
dan tidak akan batal atau berakhir karena alasan-alasan apapun sehingga 
mengesampingkan atau mengabaikan (waive) Pasal 1813 jo Pasal 1814 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) mengenai berakhirnya 
pemberian kuasa.  
Sebagaimana yang dimaksud oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 
Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan 
Hak Atas Tanah, Kuasa mutlak pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas 
tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima 
kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala 
perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.
3
 
Berdasarkan pada uraian di atas tentang pengertian mengenai “kuasa 
mutlak”, maka dapat dikatakan bahwa penerima kuasa mempunyai hak penuh 
untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan terhadap objek yang 
bersangkutan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri 
selaku pemilik, sehingga penerima kuasa dalam hal ini seakan-akan bertindak 
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selaku pemilik yang sah dari objek yang bersangkutan. Apabila diperhatikan 
proses pemberian kuasa mutlak ini dalam pengalihan hak atas tanah, maka dalam 
prakteknya hal ini dapat merugikan si pemberi kuasa karena banyak di antara 
penerima kuasa mutlak yang menyalahgunakan kuasa yang diterimanya untuk 
kepentingan yang berlainan atau untuk kepentingan pribadinya.  
Pada penelitian ini, peneliti merumuskan pokok-pokok masalah sebagai 
berikut: (1) Bagaimana penerapan penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam 
praktek?, dan (2) Bagaimana konsekuensi hukum atas penggunaan larangan Surat 
Kuasa Mutlak dalam pemindahan hak atas tanah? 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka, peneliti mengadakan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan  mendeskripsikan penerapan Surat 
Kuasa Mutlak dalam  praktek, untuk mengetahui konsekuensi hukum atas 
penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam pemindahan hak atas tanah. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  (1) Secara teoritis, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat member tambahan dan manfaat bagi 
perkembangan ilmu hukum khususnya dalam memahami lebih jauh mengenai 
kuasa mutlak dan yang berkaitan dengan Hukum Kenotariatan, Hukum 
Pertanahan, dan Hukum Perjanjian, (2) Secara praktis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipakai sebagai sumber masukan dan pertimbangan tentang 
permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam praktek sehubungan 
dengan pembuatan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah, (3) Secara 
praktis hasil kajian ini dapat menambah literatur dan bahan bacaan di bidang 
hukum, sehingga mengurangi kesulitan dalam mendapatkan bahan bacaan yang 




METODE PENELITIAN  
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis empiris) 
dan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan jenis data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, 
dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Penerapan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam Praktek 
Istilah “Kuasa Mutlak” menjadi popular setelah dikeluarkannya Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, antara lain berisi mengenai 
larangan penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah. Yang 
dimaksud dengan kuasa mutlak di sini adalah apa yang disebutkan dalam Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 yaitu “Kuasa Mutlak yang 
dimaksud dalam Diktum Pertama adalah Kuasa yang didalamnya mengandung 
unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa”.4 
Kuasa Mutlak dapat dijabarkan sebagai kuasa yang diberikan disertai hak 
dan kekuasaan yang luas sekali terhadap objek tertentu, pada perbuatan mana 
pemberi kuasa tidak dapat menarik kembali kuasanya serta tidak akan gugur atau 
berakhir dengan alasan apapun. Si kuasa dibebaskan dari kewajiban memberikan 
pertanggungjawaban selaku kuasa kepada pemberi kuasa dan bertindak seolah-
olah objek tersebut adalah miliknya.  
Mengenai praktek klausul kuasa mutlak itu sering dicantumkan dalam 
bentuk akta notaries, yang memakai judul “Perjanjian Pengikatan Jual Beli” ada 
pula yang memakai judul “Perjanjian/ Ikatan Jual Beli” atau “Kuasa Untuk 
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Menjual”. Sementara itu, di dalam perundang-undangan tidak terdapat ketentuan 
yang mengatur kuasa mutlak secara khusus, namun diakui di dalam lalu lintas 
bisnis di masyarakat yang oleh beberapa putusan hakim dipandang sebagai 
penemuan hukum.  
Selanjutnya, dalam kuasa mutlak terdapat dua unsur yang tidak ada dalam 
pemberian kuasa, yang pertama yaitu unsur tidak dapat dicabut kembali dan yang 
kedua yaitu pembebasan dari penerima kuasa untuk memberikan pertanggung-
jawaban selaku kuasa kepada pemberi kuasa. Kedua unsur tersebut merupakan 
penyimpangan dari ketentuan hukum tentang pemberian suatu kuasa, yang 
mengatur tentang berakhirnya suatu kuasa dan keharusan bagi penerima kuasa 
untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa mengenai hal-hal 
yang dilakukan berdasarkan kuasa tersebut.  
Larangan penggunaan kuasa mutlak tercantum dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa 
Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, dimana dalam Instruksi tersebut 
disebutkan: melarang camat dan kepala desa atau pejabat setingkat itu, untuk 
membuat atau menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya 
merupakan pemindahan hak atas tanah. Dan dalam Instruksi Mendagri tersebut 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuasa mutlak adalah kuasa yang 
didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa 
dan larangan penggunaan kuasa mutlak tersebut pada hakekatnya merupakan 
pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa 
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untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan 
hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.  
Kuasa Mutlak mulai dikenal pada jaman Kolonial Belanda, dan pada 
Tahun 1982 dicabut atau dihapuskan sama sekali. Sebab dalam perkembangan 
sekarang ini, system tersebut pada prakteknya menimbulkan banyak kerugian bagi 
pemilik tanah dan menimbulkan spekulasi-spekulasi tidak menentu.
5
 Jika sistem 
tersebut terus dipertahankan, bertambah lama akan semakin merugikan para 
pemilik tanah.  
Menurut Arief Sidharta, ketika sistem ekonomi Indonesia masih bersifat 
ekonomi kekeluargaan dan ekonomi uang masih belum berkembang, sistem 
tersebut mungkin dapat menguntungkan masyarakat pemilik tanah. Namun, 
sekarang setelah system ekonomi berkembang demikian jauh, institusi tersebut 
sangat menguntungkan sekelompok orang atau pemilik modal. Karena dengan 
system kuasa mutlak, mereka bisa menguasai tanah begitu banyak, tanpa secara 
langsung melanggar undang-undang atau peraturan agrarian yang berlaku. 
Meskipun dalam peraturan agrarian ada pembatasan pemilikan tanah, tapi dengan 
menggunakan sistem kuasa mutlak, pemilik modal dapat membeli tanah 
sebanyak-banyaknya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.
6
  
Sementara itu, dalam hal ini kuasa mutlak itu sendiri tidak ada peraturan 
khusus yang mengaturnya. Namun timbul akibat dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyebutkan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
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yang membuatnya. Pasal ini lebih dikenal sebagai asas kebebasan membuat 
perjanjian atau kebabasan berkontrak, pasal ini disebut juga sebagai asas kepastian 
hukum atau pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda diakui sebagai suatu aturan 
yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat 
kekuatan hukum yang dikandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan 
dan pada akhirnya akan dapat dipaksakan penataannya. 
Selanjutnya, dalam prakteknya biasanya kuasa mutlak dituangkan dalam 
bentuk Akta Notaris yang memakai judul “Perjanjian/ Pengikatan Jual Beli atau 
Kuasa untuk menjual”. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian kuasa mutlak 
ini harus tetap memperhatika peraturan perundang-undangan, dalam hal ini 
mengenai perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, khususnya dalam hal jual 
beli, yaitu perundang-undangan agrarian (UUPA).  
Kuasa mutlak yang terdapat di dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah 
lunas yang dibuat oleh notaris yang merupakan bagian dari perjanjian pokok, jadi 
perjanjian pengikatan jual beli lunas tersebut tidak dilarang oleh Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa 
Mutlak dalam Pengalihan Hak Atas Tanah. Yang dimaksud dengan kuasa mutlak 
yang dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 adalah 
kuasa mutlak yang berdiri sendiri, artinya bukan merupakan bagian dari perjanjian 
pokoknya. 
Penggunaan kuasa mutlak yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli 
hanya dapat dilakukan dalam hal jual beli lunas. Larangan penggunaan kuasa 
mutlak dituangkan dalam bentuk Instruksi, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 14 Tahun 1982, tergolong dalam salah satu bentuk hukum positif yaitu 
mengandung aturan hukum publik yaitu bertujuan untuk mengatur ketertiban 
umum dalam kegiatan transaksi jual beli tanah. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa kuasa mutlak masih dipergunakan dalam praktek Notaris-PPAT yang 
bentuknya terkadang bukan mutlak walaupun telah dikeluarkannya Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan 
Kuasa Mutlak dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah dan dalam praktek PPAT 
yang membuat akta jual beli hak atas tanah tersebut dan Kantor Pertanahan yang 
akan mencatatkan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut masih menerima 
pemberlakuan kuasa mutlak yang tercantum dalam akta pengikatan jual beli 
tersebut.  
Sementara itu, dalam hal ini klausul yang tidak dapat dicabut kembali 
yang terdapat pada akta perjanjian pengikatan jual beli adalah bukan yang 
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai 
Pemindahan Hak Atas Tanah. Sementara itu, yang dimaksud dalam Instruksi 
Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan suatu bentuk khusus dari pemberian 
kuasa, yang dalam hal ini apabila dikaitkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 yang menjelaskan bahwa kuasa tersebut did 
alam akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengikatan jual belinya dan/atau perjanjian pokoknya, yang mana 
apabila perjanjian pokok tersebut telah terpenuhi, atau syarat formal telah 
terpenuhi, akan dilanjutkan dengan perbuatan hukum jual beli yang dilakukan 
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dihadapan PPAT yang berwenang, dan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH-Perdata) jelas merupakan penyimpangan dan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Perlu diperhatikan, bahwa dalam hal memaknai kuasa mutlak ini tidak bisa 
dilepaskan dari Diktum Kedua huruf b dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 
tersebut, dalam Instruksi tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut bagi kuasa 
yang tidak dapat dicabut kembali yang pada hakekatnya merupakan pemindahan 
hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk 
menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum 
yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Dan 
larangan penggunaan kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah yang 
dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, adalah 
perjanjian pemberian kuasa “yang tidak mengikuti” perjanjian pokoknya, jadi 
kuasa tersebut merupakan kuasa yang berdiri sendiri.  
Konsekuensi Hukum Atas Penggunaan Larangan Surat Kuasa Mutlak 
Dalam Peralihan Hak Atas Tanah 
Kuasa Mutlak mulai dikenal pada jaman Kolonial Belanda. Istilah “kuasa 
mutlak” atau dalam bahasa Belanda “onherroepelijke volmacht”, dijumpai 
pertama kali dalam hal hipotek, yaitu dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata. 
Setelah ayat (1) menyatakan batal semua janji, dengan mana siberpiutang 
(kreditur) dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotek, maka ayat 
(2) tersebut mengatakan: “Tetapi diperkenankanlah kepada siberpiutang 
pemegang hipotek pertama untuk pada waktu diberikan dalam hipotek, dengan 
tegas minta diperjanjikan, bahwa jika uang pokok tidak dilunasi semestinya atau 
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jika bungan terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan  menjual 
tanah yang diperikatkan, di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok 
maupun bunga serta biaya pendapatan penjualan itu. 
Larangan penggunaan kuasa mutlak tercantum dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. Dalam Instruksi Mendagri tersebut 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuasa mutlak adalah kuasa yang di 
dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan 
larangan penggunaan kuasa mutlak tersebut pada hakekatnya merupakan 
pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa 
untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan 
hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. 
Larangan penggunaan kuasa mutlak ini juga di perkuat dengan adanya PP. No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
Larangan tersebut juga diatur oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 
2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988. Dalam putusan tersebut telah dinyatakan 
bahwa surat kuasa mutlak mengenai peralihan hak ats tanah tidak bisa dibenarkan, 
terlebih pada praktiknya kerap disalahgunakan untuk penyelundupan jual beli 
tanah. Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 1982 tersebut adalah adanya penyalahgunaan kuasa mutlak, salah satunya 
karena adanya penggelapan pajak dalam jual beli tanah,  dalam hal ini negara 
yang dirugikan, dan dalam penggunaan kuasa mutlak ini potensi terjadinya 
konflik itu terlalu tinggi. 
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Adanya larangan ini untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik-konflik 
lain yang timbul akibat penggunaan kuasa ini. Adapun konflik yang mungkin 
akan timbul dari pemberian kuasa mutlak ini adalah sebagai berikut: (1) Hak dan 
kewajiban antara para pihak tidak seimbang karena pemberian kuasa mutlak ini 
ditujukan untuk kepentingan penerima kuasa. Hal ini berakibat dapat 
dilakukannya penyalahgunaan klausul kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut 
kembali. Dalam hal ini penerima kuasa dapat melakukan tindakan pemilikan dan 
tindakan pengurusan tanpa persetujuan dari pemberi kuasa, dan hal ini sangat 
merugikan pihak pemberi kuasa karena tidak dapat berbuat apa-apa. (2) 
Penyelundupan atau penggelapan pajak. Penggelapan ini biasanya dilakukan oleh 
pembeli karena pembeli masih ingin menjualnya lagi tanpa banyak kesulitan dan 
tanpa pembayaran pajak. Hal ini dapat merugikan negara, karena negara 
kehilangan pajak dari jual beli tanah yang dilakukan oleh adanya kuasa mutlak 
tersebut. 
Kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah adalah tidak sah, hal tersebut 
dapat dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUH-Perdata, 
yaitu sebagai berikut: (1) Penggunaan kuasa mutlak dalam peralihan hak atas 
tanah tersebut melanggar syarat subyektif dari ketentuan Pasal 1320 ayat (4) 
KUH-Perdata, oleh karena ia melanggar “sebab yang halal”, (2) Penggunaan 
kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah tersebut melanggar ketentuan Pasal 
1335 KUHPerdata, yaitu bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau suatu 
perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau suatu sebab yang 
terlarang tidak mempunyai ketentuan mengikat”, (3) Penggunaan kuasa mutlak 
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dalam peralihan hak atas tanah tersebut melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH-
Perdata, yaitu bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. 
Dengan demikian adanya putusan pembatalan dari pengadilan ini (bersifat 
declaratoir) dapat merupakan dorongan atau paksaan bagi penerima kuasa untuk 
segera mengalihkan hak atas tanah yang dikuasakan kepadanya kepada pihak lain 
yang memenuhi syarat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan 
isi putusan.  
Jadi penjelasan di atas, tersebut telah jelas bahwa kuasa mutlak tersebut 
sudah dilarang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982. 
Walaupun larangan ini berupa Instruksi Mendagri akan tetapi larangan ini 
merupakan salah satu dari hukum positif yang harus ditaati yang bertujuan untuk 
ketertiban umum, selama belum ada aturan baru yang mengaturnya Instruksi 
Mendagri No. 14 Tahu 1982 ini tetap berlaku sebagai bentuk pencegahan dan 
perlindungan dari penyalahgunaan kuasa mutlak tersebut.  
Sebagaimana penjelasan dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang dapat dijadikan dasar dari salah satu hukum positif dan dasar dari 
pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, konsekuensi dari 
diketahuinya penggunaan kuasa mutlak sebagai bentuk pelanggaran atau 
penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan ini adalah kuasa mutlak 
tersebut batal demi hukum, penerima kuasa harus mengalihkan hak atas tanah 
yang dikuasakan kepadanya tersebut kepada pihak yang menguasakan atau kepada 
pihak lain yang memenuhi syarat. 
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Di masa yang akan datang mungkin kuasa mutlak diperlukan. Akan tetapi 
melihat dari pengalaman yang dahulu, seyogyanya pemberian kuasa mutlak ini 
hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu yang sangat khusus, dengan 




Pertama, penggunaan Kuasa Mutlak dalam praktek sudah dilarang dalam 
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. Dapat dikatakan bahwa 
penggunaan kuasa mutlak masih dipergunakan dalam praktek, akan tetapi kuasa 
mutlak yang digunakan ini bukan merupakan kuasa mutlak yang dimaksud oleh 
Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Kuasa mutlak yang dimaksud oleh 
Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 adalah perjanjian pemberian kuasa yang 
tidak mengikuti perjanjian pokoknya, artinya kuasa ini berdiri sendiri. Jadi kuasa 
mutlak masih dapat digunakan dengan syarat: (a) Adanya perjanjian pokok;  
(b) Hak-hak pemberi kuasa sudah terpenuhi; (c) Tidak diperbolehkan 
menggunakan hak substitusi kepada orang lain; (d) Pemberian kuasa mutlak yang 
demikian harus diberikan dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam pengikatan jual beli, artinya mengikuti 
perjanjian pokoknya. 
Kedua, konsekuensi hukum terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam 
peralihan hak atas tanah sebelum maupun sesudah terbitnya Instruksi Menteri 
Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 yaitu kuasa mutlak tersebut dapat dibatalkan 
dan batal demi hukum, penerima kuasa harus mengalihkan hak atas tanah yang 
dikuasakan kepadanya tersebut kepada pihak yang menguasakan atau kepada 
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pihak lain yang memenuhi syarat. Namun kausa mutlak tersebut hanya dapat 
dibatalkan dengan putusan hakim dan pada umumnya akan terjadi apabila ada 
sengketa. Namun dalam hubungannya dengan masalah kuasa mutlak ini, hakim 




Pertama, kepada pemerintah, agar segera membentuk peraturan-peraturan 
yang mengatur mengenai kuasa mutlak ini secara lebih terperinci agar pro kontra 
mengenai kuasa mutlak ini teratasi. 
Kedua, kepada Notaris-PPAT, proses-proses yang berkaitan dengan 
pemindahan hak atas tanah dan persyaratan formilnya hendaknya dipermudah dan 
dipercepat dan juga biaya pemindahan dalam peralihan hak atas tanah dipermudah 
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